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Abstract 

 This Study was aim to analyze and evaluate policy regulation Mayor of Gorontalo number 21 of 2018 

concerning management policies & strategies rubbish House stairs in Gorontalo City. The data analysis uses 

analysis qualitative model of Miles & Huberman. Research result show that policy Mayor of Gorontalo number 

21 of 2018 concerning policy management rubbish show achievement Good in adequacy, alignment, and 

accuracy policy. Resource allocation Power Already adequate, but needed to be improvement in pick-up and 

facilities cycle repeat. Alignment policy Already take into account difference interregional, however the effort 

distribution benefit evenly. Accuracy policy also taken into account characteristics unique to Gorontalo City, 

with strengthen mechanism reception input society and response to development technology. Evaluation in a 

way periodically required for effectiveness policy, temporary efficiency need improved with optimization source 

Power. Condition followed up with a Collaboration strategy in management rubbish, where required close 

collaboration between government region, party private sector, community, institutions academics, and 

institutions other For reach optimal results. 
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan Peraturan Walikota 

Gorontalo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kebijakan & Strategi Pengelolaan Sampah Tangga Rumah di 

Kota Gorontalo. Analisis data menggunakan analisis kualitatif model Miles & Huberman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Walikota Gorontalo nomor 21 tahun 2018 tentang kebijakan 

pengelolaan sampah menunjukkan pencapaian yang baik dalam kecukupan, keselarasan, dan 

ketepatan kebijakan. Alokasi sumber daya Tenaga Sudah memadai, namun perlu perbaikan dalam 

siklus penjemputan dan fasilitas berulang. Kebijakan penyelarasan Sudah memperhitungkan 

perbedaan antar daerah, namun upaya pemerataan manfaatnya merata. Ketepatan kebijakan juga 

mempertimbangkan karakteristik khas Kota Gorontalo, dengan memperkuat mekanisme penerimaan 

masukan masyarakat dan respon terhadap perkembangan teknologi. Evaluasi secara berkala 

diperlukan untuk efektivitas kebijakan, efisiensi sementara perlu ditingkatkan dengan optimalisasi 

sumber Tenaga Listrik. Kondisi tersebut ditindaklanjuti dengan strategi Kolaborasi dalam 

pengelolaan sampah, dimana diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, pihak 

swasta, masyarakat, institusi akademisi, dan institusi lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. 
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Pendahuluan 

Pengelolaan sampah menjadi 

masalah lingkungan yang mendesak di 

Kota Gorontalo, terutama dengan 

meningkatnya volume sampah akibat 

urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. 

Pemerintah Kota Gorontalo memiliki 

peran penting dalam menjaga kebersihan 

lingkungan, kesehatan masyarakat, serta 

keberlanjutan sumber daya. Peraturan 

Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2018 

dirumuskan untuk mengatur pengelolaan 

sampah secara komprehensif. Namun, 

pelaksanaannya menghadapi berbagai 

hambatan, terutama terkait infrastruktur 

yang tidak memadai. Berdasarkan data 

BPS Kota Gorontalo tahun 2023, terjadi 

penurunan drastis dalam ketersediaan 

armada pengangkut sampah, yang 

berimbas pada ketidakmampuan 

pemerintah dalam mengelola sampah 

dengan baik. Akibatnya, penumpukan 

sampah di beberapa wilayah kota semakin 

meningkat, menimbulkan risiko kesehatan 

dan kerusakan lingkungan yang 

signifikan. Situasi ini memperlihatkan 

bahwa perencanaan kebijakan yang ada 

masih kurang matang, terutama dalam hal 

alokasi sumber daya dan manajemen 

infrastruktur. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi efektivitas Peraturan 

Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2018 

dalam mengatasi masalah pengelolaan 

sampah. Secara khusus, penelitian ini 

akan meninjau bagaimana kebijakan 

tersebut diterapkan di lapangan dan 

faktor-faktor apa saja yang menjadi 

penghambat pelaksanaannya. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengidentifikasi kendala utama yang 

dihadapi, terutama terkait penurunan 

jumlah armada pengangkut sampah, serta 

memberikan rekomendasi strategis untuk 

memperbaiki kebijakan yang ada. Dengan 

demikian, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat membantu meningkatkan 

efektivitas pengelolaan sampah dan 

memberikan solusi yang berkelanjutan 

bagi kebersihan lingkungan di Kota 

Gorontalo. 

 

Penelitian ini menawarkan 

beberapa kontribusi inovatif yang 

signifikan terhadap pemahaman dan 

praktik pengelolaan sampah rumah 

tangga di Kota Gorontalo. Pertama, 

penelitian ini menggali dan menganalisis 

secara mendalam terhadap kebijakan 

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 

Tahun 2018, memberikan wawasan baru 

terkait keterkaitan antara kebijakan 

pengelolaan sampah dan dinamika sosial, 

ekonomi, serta budaya lokal. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan 

metode deskriptif kualitatif yang 

memanfaatkan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, penelitian ini mampu 

mengungkap perspektif yang beragam 

dari berbagai stakeholder, termasuk 

pemerintah, masyarakat, dan pihak 

swasta, yang sering kali terabaikan dalam 

kajian-kajian sebelumnya. 

Kedua, temuan mengenai 

efektivitas kebijakan dalam hal 

kecukupan, perataan, dan ketepatan 

menunjukkan bahwa kebijakan tersebut 

tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, 

tetapi juga sebagai instrumen yang 

responsif terhadap kebutuhan lokal. Hal 

ini memberikan kontribusi pada literatur 

kebijakan yang menganjurkan 

pemahaman lebih dalam tentang 

pentingnya menyesuaikan kebijakan 

dengan karakteristik unik suatu daerah, 

termasuk dalam aspek integrasi perspektif 

lokal yang lebih kuat.  

Ketiga, penelitian ini menyoroti 

pentingnya responsivitas dalam kebijakan, 

yang menunjukkan adanya celah dalam 

kecepatan tanggapan terhadap perubahan 
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kondisi dan tuntutan masyarakat. Dengan 

demikian, rekomendasi untuk 

memperkuat mekanisme penerimaan 

masukan masyarakat dan integrasi 

teknologi menjadi menunjukkan adanya 

pendekatan baru dalam peningkatan 

efektivitas pengelolaan sampah, yang 

dapat diterapkan di daerah lain dengan 

tantangan yang serupa. 

Keempat, penelitian ini 

mengintrodusir konsep kolaborasi sebagai 

strategi yang krusial dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga. Dengan 

menekankan pentingnya kolaborasi antara 

pemerintah daerah, swasta, masyarakat, 

lembaga akademis, dan institusi lainnya, 

penelitian ini menawarkan model baru 

yang bisa menjadi referensi dalam upaya 

mencapai hasil yang lebih optimal dalam 

pengelolaan sampah. 

Akhirnya, dengan melibatkan 

evaluasi berkelanjutan dan optimasi 

sumber daya, penelitian ini memberikan 

sumbangan penting dalam menyediakan 

rekomendasi praktis untuk 

pengembangan kebijakan pengelolaan 

sampah yang lebih efisien dan efektif di 

masa mendatang. Novelty dari penelitian 

ini tidak hanya terletak pada temuan 

empirisnya, tetapi juga pada analisis kritis 

dan saran strategis yang dihasilkan, yang 

memiliki potensi untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan kesejahteraan 

lingkungan di Kota Gorontalo serta dapat 

menjadi contoh baik bagi daerah lain di 

Indonesia. 

Tinjauan Pustaka 

(Abdussamad et al., 2022) & Saliro 

2020). Orang orang ini melakukan 

penelitian di tahun 2020 yang mengangkat 

judul  “Peran Pemerintah Desa dalam 

Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah”. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yang 

empiris dengan berfokus pada peraturan 

perundang undangan. Adapun hasil yang 

didapati dari penelitian ini yaitu: peran 

pemerintah desa telah sesuai. Adapun 

kesesuaian ini berdasarkan PERDA  pasal 

11 Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Sampah. Selain itu hasil 

penelitian menunjukan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang menjadi 

penghambat seperti oknum pemerintah 

desa, sarana dan prasaran serta perspektif 

masyarakat.  

Penelitian selanjutnya yang terjadi 

di tahun 2021 oleh (Mumpuni & 

Kusumawati 2021). Mereka mengangkat 

tema Good Governance Pengelolaan 

sampah: Komitmen Negara terhadap 

Lingkungan Hidup. Peneliian yang 

dilakukan dengan pendekatan Metode 

yuridis-normatif menghasilkan data 

bahwa : sampah yang sulit dikelola dapa 

dipetakan permasalahannya. Tentunya 

sampah yang sangat sulit unuk diolah 

yaitu sampah plasik, dan barang barang 

sekali pakai. Di zaman sekarang yan serba 

instan pastinya mengguakan barang 

barang serba sekali pakai. Yang paling 

sering digunakan adalah kantong plastik. 

Penggunaan kantong plastik ini sangat 

tinggi di kalangan masyarakat 

dikarenakan semua kegiatan atau 

transaksi jual beli tidak luput dari kanong 

plastik sebagai wadahnya. Terlebih lagi 

menyangku tentang kuliner. Semua 

masyaraka dalam sehari sanga banyak 

mengkonsumsi atau memesan makanan 

dari luar. Sayangnya fenomena sampah 

plastik ini  ini belum dapat dikelola 

dengan baik. Dalam hal ini ada peran 
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yang diberikan masyarakat sebagai pelaku 

yang memicu timbulnya peningkatan 

sampah. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Naldi, dkk (2021)  yang berjudul Good 

Governance Role for a Sustainable Solid Waste 

Management in Rural Community. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif melalui tinjauan laporan resmi 

dan publikasi surat kabar, observasi 

lapangan, dan wawancara dalam 

pengumpulan data. Data dianalisis 

dengan analisis konten deskriptif. 

Penelitian ini menemukan bahwa 

pemerintah lokal Desa Paulan telah 

membuktikan bahwa implementasi tata 

kelola yang baik telah berhasil menjaga 

keberlanjutan pengelolaan sampah padat 

di Desa Paulan. Selain itu, penelitian ini 

juga menemukan bahwa partisipasi, 

supremasi hukum, efektivitas, dan 

efisiensi adalah tiga prinsip tata kelola 

yang baik dari delapan prinsip yang 

paling kuat yang mempengaruhi 

keberlanjutan pengelolaan sampah padat 

di Desa Paulan. 

Permasalahan pengelolaan sampah 

di perkotaan menjadi salah satu tantangan 

utama yang dihadapi pemerintah, 

terutama dalam kaitannya dengan 

infrastruktur dan keterlibatan masyarakat. 

Jati (2013) menyoroti bahwa peran 

pemerintah dalam membangun 

infrastruktur yang memadai, seperti 

tempat pembuangan akhir (TPA), bank 

sampah, dan fasilitas daur ulang, sangat 

penting untuk keberhasilan pengelolaan 

sampah. Infrastruktur yang buruk akan 

menghambat proses pengelolaan sampah, 

yang berpotensi menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan dan 

kesehatan masyarakat. Penelitian ini 

relevan dengan kondisi di Kota Gorontalo, 

di mana penurunan signifikan armada 

pengangkut sampah menjadi kendala 

utama dalam menjaga kebersihan 

lingkungan. 

Dalam kajian yang dilakukan oleh 

Nugraha (2022), ditemukan bahwa 

kurangnya perencanaan infrastruktur 

pengelolaan sampah menjadi salah satu 

penyebab utama ketidakmampuan 

pemerintah dalam menangani volume 

sampah yang terus meningkat. Kurangnya 

armada pengangkut sampah, ditambah 

dengan minimnya fasilitas pendukung 

seperti TPS-3R dan TPA yang memadai, 

menyebabkan sampah tidak terkelola 

dengan baik. Hal ini memperparah 

masalah sampah di perkotaan, termasuk 

di Gorontalo, yang mengalami penurunan 

jumlah truk pengangkut sampah secara 

signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 

Selain masalah infrastruktur, 

partisipasi masyarakat juga menjadi 

elemen penting dalam pengelolaan 

sampah. Handayani dan Satria (2020) 

menekankan pentingnya kolaborasi antara 

pemerintah dan masyarakat dalam 

implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah. Kebijakan yang baik tidak akan 

berhasil jika tidak didukung oleh 

keterlibatan aktif masyarakat dalam 

proses pemilahan sampah, pengumpulan, 

dan pengelolaan. Studi mereka 

menemukan bahwa masyarakat yang 

terlibat secara langsung dalam 

pengelolaan sampah, seperti melalui 

program bank sampah atau kegiatan daur 

ulang, cenderung lebih berhasil dalam 

menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini 

relevan dengan situasi di Kota Gorontalo, 

di mana partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah masih rendah, 

sehingga memperburuk efektivitas 

kebijakan yang diterapkan. 

Lebih lanjut, Supriadi (2018) dalam 

penelitiannya juga menemukan bahwa 
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kebijakan yang tidak disertai dengan 

alokasi anggaran yang memadai akan sulit 

mencapai target pengelolaan sampah yang 

efektif. Hal ini terlihat di beberapa kota di 

Indonesia, termasuk Gorontalo, di mana 

keterbatasan anggaran mengakibatkan 

penurunan jumlah truk sampah yang 

beroperasi, sehingga berdampak pada 

menumpuknya sampah di beberapa area 

kota. Situasi ini menunjukkan perlunya 

evaluasi kebijakan yang lebih 

komprehensif untuk menyesuaikan antara 

perencanaan anggaran dan kebutuhan 

operasional di lapangan. 

Kurniawan (2017) menambahkan 

bahwa kebijakan pengelolaan sampah 

harus dirancang secara holistik dengan 

memperhatikan faktor-faktor lain seperti 

edukasi masyarakat, peningkatan 

teknologi, dan penegakan hukum yang 

tegas. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

tanpa adanya pendekatan yang 

komprehensif, kebijakan pengelolaan 

sampah hanya akan berfungsi sebagai 

kebijakan di atas kertas tanpa dampak 

nyata di lapangan. Hal ini juga terjadi di 

Gorontalo, di mana kebijakan Peraturan 

Walikota Nomor 21 Tahun 2018 belum 

berhasil meningkatkan efektivitas 

pengelolaan sampah secara signifikan 

karena kurangnya sinergi antara 

perencanaan kebijakan dan implementasi 

di lapangan. 

Terakhir, Rahman (2019) 

menyoroti peran teknologi dalam 

pengelolaan sampah. Dalam 

penelitiannya, Rahman menjelaskan 

bahwa penggunaan teknologi modern, 

seperti sistem informasi pengelolaan 

sampah dan teknologi daur ulang, dapat 

memperbaiki efisiensi pengelolaan 

sampah dan mengurangi ketergantungan 

pada armada pengangkut sampah. Hal ini 

memberikan perspektif baru yang dapat 

diadopsi oleh Kota Gorontalo, mengingat 

masalah utama mereka saat ini adalah 

keterbatasan infrastruktur pengangkutan 

sampah. Penggunaan teknologi sederhana 

hingga lanjutan dapat membantu 

memperbaiki sistem pengelolaan sampah 

dan mendorong partisipasi masyarakat. 

Dengan mengacu pada berbagai 

kajian ini, jelas bahwa keberhasilan 

pengelolaan sampah di Kota Gorontalo 

bergantung pada kombinasi antara 

perbaikan infrastruktur, partisipasi 

masyarakat, dukungan kebijakan yang 

tepat, dan penggunaan teknologi yang 

sesuai. Evaluasi terhadap Peraturan 

Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2018 

harus mempertimbangkan semua faktor 

tersebut untuk menciptakan sistem 

pengelolaan sampah yang lebih efektif 

dan berkelanjutan 

Metode 

Penelitian ini berjudul "Evaluasi 

Kebijakan Peraturan Walikota Gorontalo 

Nomor 21 Tahun 2018 di Kota Gorontalo", 

bertujuan untuk mengeksplorasi 

efektivitas dan dampak implementasi 

kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah. Sebagai kajian 

literatur, penelitian ini akan menggali 

informasi dan data yang relevan melalui 

pendekatan kualitatif selama periode tiga 

bulan. Selama periode ini, peneliti akan 

melakukan berbagai tahap penelitian yang 

dimulai dengan observasi langsung 

terhadap pelaksanaan kebijakan, demi 

memahami dinamika dan realitas yang 

terjadi di lapangan. Dalam rangka 

mengumpulkan perspektif yang lebih 

mendalam, peneliti akan melaksanakan 

wawancara dengan berbagai narasumber, 

termasuk pegawai pemerintah daerah, 

anggota masyarakat, dan pihak-pihak 

yang berinteraksi langsung dengan 

kebijakan tersebut. Wawancara ini 



 

 
 
 

Irwan Hunawa, Ellys Rachman, dan Jusrin Kadir./ Publika : JIAP Vol. 10 No. 2 / 2024 189 

dirancang untuk menggali pandangan, 

opini, serta pengalaman narasumber 

terkait implementasi dan dampak dari 

Peraturan Walikota tersebut. 

   Data yang diperoleh dari observasi 

dan wawancara akan diproses dan 

dianalisis menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti 

bertujuan untuk menyajikan temuan 

dalam bentuk narasi yang komprehensif 

dan informatif, sehingga dapat 

menggambarkan secara jelas bagaimana 

kebijakan tersebut diimplementasikan dan 

diterima oleh masyarakat. Selain itu, 

penelitian ini juga akan mengandalkan 

pengumpulan data dokumentasi yang 

mendukung, seperti dokumen resmi, 

laporan pelaksanaan, dan data lain yang 

berkaitan dengan kebijakan yang sedang 

dievaluasi. Dokumen-dokumen ini akan 

berfungsi sebagai sumber informasi 

tambahan untuk memperkuat analisis. 

Proses analisis data akan dilakukan 

dengan mengadopsi model analisis 

kualitatif yang dikembangkan oleh Miles 

& Huberman (2007). Dalam metodologi 

ini, peneliti akan melalui tiga tahap utama: 

pengumpulan data, reduksi data, dan 

penyajian data. Pengumpulan data 

mencakup semua informasi yang telah 

diperoleh dari berbagai sumber. 

Selanjutnya, reduksi data dilakukan untuk 

menyaring informasi yang relevan dan 

penting, sehingga dapat difokuskan pada 

aspek-aspek kunci yang berhubungan 

dengan evaluasi kebijakan. Akhirnya, 

penyajian data akan mengkonversi 

temuan-temuan penelitian menjadi narasi 

deskriptif, yang dapat meningkatkan 

pemahaman tentang efektivitas kebijakan 

dan dampaknya terhadap masyarakat. 

Untuk memastikan keakuratan 

hasil penelitian, peneliti juga akan 

melakukan triangulasi data, yaitu 

membandingkan dan mencocokkan 

informasi yang diperoleh dari berbagai 

sumber dan metode. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan 

bagi pengembangan kebijakan di daerah 

Gorontalo, serta memberikan wawasan 

yang berharga bagi pembuat kebijakan 

dalam memperbaiki dan merumuskan 

strategi yang lebih baik di masa 

mendatang. 

Hasil dan Pembahasan 

Analisis kebijakan  

a. Fokus Efektivitas Kebijakan 

Kebijakan Peraturan Walikota 

Gorontalo Nomor 21 Tahun 2018 tentang 

pengelolaan sampah rumah tangga telah 

menunjukkan keberhasilan yang 

signifikan dalam mengurangi jumlah 

sampah yang masuk ke tempat 

pembuangan akhir (TPA) di Kota 

Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa 

upaya penyuluhan dan edukasi kepada 

masyarakat mengenai pentingnya 

pemilahan sampah telah berhasil 

memotivasi individu untuk lebih 

berresponsif terhadap masalah 

pengelolaan sampah di lingkungan 

sekitar. Namun, meskipun terdapat 

perubahan positif, efektivitas kebijakan ini 

masih dapat ditingkatkan lebih lanjut. 

Upaya lanjutan dalam penyuluhan, 

peningkatan fasilitas pengelolaan, 

penyediaan insentif bagi masyarakat 
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untuk aktif dalam pengelolaan sampah, 

serta inovasi teknologi yang relevan 

adalah langkah-langkah yang krusial 

untuk memastikan bahwa kebijakan ini 

dapat berkelanjutan dan memberikan 

dampak yang lebih luas. Evaluasi 

menyeluruh terhadap dampak kebijakan 

juga perlu dilakukan agar semua pihak 

terkait, baik pemerintah maupun 

masyarakat, dapat meningkatkan 

partisipasi dan kontribusi mereka dalam 

mencapai pengelolaan sampah yang lebih 

baik. 
 

b. Fokus Efisiensi Kebijakan 

Untuk mencapai pengelolaan 

sampah yang lebih baik, aspek efisiensi 

kebijakan harus dioptimalkan. Meskipun 

sumber daya telah dialokasikan, masih 

terdapat ruang untuk perbaikan dalam 

pemanfaatan sumber daya tersebut. 

Koordinasi antar instansi yang lebih baik, 

peningkatan kualitas infrastruktur, serta 

pemahaman masyarakat yang mendalam 

adalah kunci untuk mencapai efisiensi 

yang lebih besar. Kerjasama yang lebih 

erat antara berbagai pihak terkait, seperti 

dinas lingkungan hidup, pemerintah 

daerah, dan masyarakat, dapat 

menciptakan sinergi yang diperlukan 

untuk mengelola sampah dengan lebih 

efektif. Selain itu, peningkatan 

infrastruktur pengelolaan sampah, seperti 

tempat pemilahan dan pengolahan 

sampah yang lebih modern, akan 

memberikan kontribusi signifikan 

terhadap efisiensi pengelolaan. Dengan 

cara ini, pengelolaan sampah dapat 

menjadi lebih berkelanjutan dan 

membawa manfaat jangka panjang bagi 

masyarakat dan lingkungan. 

c. Fokus Kecukupan Kebijakan 

Meskipun kebijakan ini telah 

diterapkan dengan langkah-langkah 

penting dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga, masih ada kebutuhan yang 

belum terpenuhi dalam dimensi 

kecukupan. Terutama dalam hal 

penyuluhan dan sosialisasi kepada 

masyarakat, intensitas kegiatan ini perlu 

ditingkatkan agar masyarakat lebih 

paham tentang pentingnya pemilahan 

sampah dan praktik daur ulang. Selain itu, 

peningkatan infrastruktur pengelolaan 

sampah yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan koordinasi yang efisien 

antara instansi terkait sangat penting. Ini 

akan memastikan bahwa setiap kelompok 

masyarakat, terutama yang berada di 

wilayah pinggiran atau terpinggirkan, 

juga mendapatkan akses yang memadai 

terhadap pengelolaan sampah yang baik. 

Dengan demikian, Kota Gorontalo dapat 

mencapai standar yang lebih tinggi dalam 

kebersihan lingkungan dan pengelolaan 

sampah yang lebih efektif. 

d. fokus Perataan (Keadilan) Kebijakan 

Dalam hal keadilan, kebijakan ini 

telah diterapkan dengan relatif baik, 

namun tantangan tetap ada dalam 

memastikan pemerataan akses dan 

manfaat dari kebijakan tersebut. Terdapat 

perbedaan pandangan antara pemerintah 

dan masyarakat tentang sejauh mana 

kebijakan ini dirasakan manfaatnya oleh 

semua kelompok masyarakat. Untuk 

meningkatkan perataan kebijakan, 

langkah-langkah perlu diambil untuk 

menjamin bahwa semua wilayah serta 

kelompok masyarakat mendapatkan 

perhatian yang sama dalam pengelolaan 
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sampah. Koordinasi antar instansi juga 

harus diperkuat untuk mengatasi 

ketidaksetaraan yang masih ada. Dengan 

melibatkan semua elemen masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan dan 

perencanaan, kebijakan pengelolaan 

sampah dapat diwujudkan secara lebih 

inklusif dan berkeadilan. 

e. Fokus Responsivitas Kebijakan 

Aspek responsivitas kebijakan 

pengelolaan sampah ini secara umum 

telah cukup baik, dengan adanya upaya 

dari pemerintah Kota Gorontalo melalui 

Dinas Lingkungan Hidup untuk 

mengatasi keluhan masyarakat terkait 

persampahan. Namun, respon yang 

diberikan masih perlu dioptimalkan agar 

dapat lebih cepat dan efisien. Masyarakat 

merasa bahwa meskipun ada mekanisme 

yang sudah ada, implementasinya masih 

kurang dan perlu perbaikan. Oleh karena 

itu, penting untuk melakukan evaluasi 

mendalam terhadap mekanisme respons 

yang ada, diikuti dengan peningkatan 

dalam kualitas dan efektivitasnya. 

Mengajak masyarakat untuk memberikan 

masukan dan melibatkan mereka dalam 

proses evaluasi dapat meningkatkan 

kepercayaan dan kepuasan masyarakat 

terhadap kebijakan. Selain itu, investasi 

dalam teknologi terbaru harus 

dipertimbangkan agar pengelolaan 

sampah dapat dilakukan lebih efektif dan 

sesuai dengan tuntutan masyarakat dan 

kemajuan zaman. 

f. Fokus Ketepatan Kebijakan 

Meskipun kebijakan dan strategi 

pengelolaan sampah rumah tangga di 

Kota Gorontalo telah dijalankan dengan 

tepat, berbagai tantangan tetap ada yang 

membutuhkan perhatian. Pengelolaan 

sampah memerlukan anggaran yang 

cukup besar, sehingga peran serta 

masyarakat dan dukungan dari Corporate 

Social Responsibility (CSR) perusahaan 

sangat penting. Untuk meningkatkan 

ketepatan kebijakan ini, evaluasi 

menyeluruh perlu dilakukan, termasuk 

dengan memahami karakteristik unik dari 

setiap wilayah. Peningkatan kolaborasi 

dengan pihak-pihak terkait, serta 

memperkuat program sosialisasi dan 

edukasi yang mengedepankan nilai-nilai 

lokal, dapat membantu kebijakan ini 

selaras dengan kebutuhan masyarakat 

setempat. Melibatkan masyarakat dalam 

evaluasi dan pembaruan kebijakan juga 

sangat penting agar kebijakan dan strategi 

yang ada lebih sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan lokal. Dengan bergerak 

menuju arah tersebut, diharapkan 

pengelolaan sampah di Kota Gorontalo 

dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan 

memberikan manfaat yang lebih luas bagi 

masyarakat. 

Upaya Optimalisasi Kebijakan 

pengelolaan sampah rumah tangga di 

Kota Gorontalo 

 

Kota Gorontalo adalah kota 

terbesar dan paling padat penduduknya 

di Teluk Tomini. Kondisi ini menjadikan 

kota tersebut pusat ekonomi, jasa, 

perdagangan, dan pendidikan. Sebagai 

pusat kota dengan aktivitas perdagangan 

dan ekonomi yang tinggi, banyak tempat 

perbelanjaan, kampus, restoran, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, masalah 

besar yang dihadapi adalah masalah 

sampah. Sampah merupakan hasil dari 
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aktivitas manusia dan akan selalu ada 

selama kehidupan berlangsung. Terutama 

di pusat kota dengan jumlah penduduk 

yang besar, potensi timbulan sampah juga 

besar. 

Berikut ini akan disajikan tabel 

jumlah penduduk dengan produksi 

sampah perkecamatan tahun 2022. 

Tabel 1: Data Penanganan Sampah Per 

Kecamatan 2022 

 
 

Sumber : (Badan Lingkungan Hidup Kota 

Gorontalo, 2024) 

 Berdasarkan data tersebut dapat 

dilihat bahwa umlah penduduk Kota 

Gorontalo mencapai 199,767 jiwa, dengan 

produksi sampah harian mencapai 139,83 

ton. Hal ini setara dengan 4.196 ton per 

bulan dan 50.341,28 ton per tahun. Data 

per Kecamatan menunjukkan bahwa 

Kecamatan Kota Tengah memiliki jumlah 

penduduk terbanyak, yaitu 27,469 jiwa, 

diikuti oleh Kecamatan Kota Timur 

dengan 27,292 jiwa, dan Kecamatan 

Dungingi dengan 25,220 jiwa, dan 

seterusnya. Semakin besar populasi suatu 

kecamatan, semakin tinggi pula produksi 

sampahnya. Dengan demikian, semakin 

besar jumlah penduduk, semakin besar 

pula volume sampah yang dihasilkan.  

 Kecamatan Kota Tengah, yang 

memiliki jumlah penduduk terbanyak, 

menghasilkan volume sampah yang 

signifikan, mencapai 6,922.19 ton per 

tahun. Diikuti oleh Kecamatan Kota 

Timur, dengan jumlah sampah sebesar 

6,877.58 ton per tahun, perbedaannya 

tidak begitu jauh dengan Kota Tengah. 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk yang tinggi berkontribusi besar 

terhadap produksi sampah. Semakin besar 

jumlah penduduk, semakin besar pula 

sampah yang dihasilkan. Penelitian oleh 

Bachtiar, dkk menjelaskan beberapa faktor 

yang memengaruhi timbulnya sampah. 

Pertama, jumlah penduduk yang semakin 

banyak akan menghasilkan lebih banyak 

sampah. Kedua, kondisi sosial ekonomi 

yang tinggi akan meningkatkan jumlah 

sampah per kapita yang dibuang. Ketiga, 

kemajuan teknologi akan menambah 

volume sampah karena penggunaan 

bahan baku yang beragam, seperti 

kantong kresek dan bahan pembungkus 

yang sulit terurai. 

 Berikut data TPS per Kecamatan 

dan TPS Milik Masyarakat yang disajikan 

pada tabel 3 berikut ini: 
Tabel 2: Data TPS per Kecamatan dan TPS Milik 

Masyarakat  

Kota Gorontalo Tahun 2022 

 
Sumber : (Badan Lingkungan Hidup, 2024) 

 Mengacu pada data diatas terlihat 

bahwa Jumlah Tempat Pembuangan 

Sampah (TPS) terbanyak terletak di 

Kecamatan Kota Barat, dengan total 865 

TPS dan kapasitas sebesar 15,064 meter 

kubik. Kecamatan Dungingi mengikuti 

dengan 767 TPS dan kapasitas 10,746 

meter kubik. Namun, dari data 

sebelumnya di tabel 2, terlihat bahwa 

Kecamatan Kota Tengah, yang memiliki 

produksi sampah dan jumlah penduduk 

terbanyak, tidak efisien dalam 
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pengelolaan sampah karena hanya 

memiliki 331 TPS dengan kapasitas yang 

sangat rendah, yaitu 6,511 meter kubik. 

Penting bagi pemerintah dan pengelola 

sampah untuk memperhatikan dampak 

yang ditimbulkan oleh tingginya jumlah 

penduduk dan lokasi strategis Kecamatan 

Kota Tengah, yang terletak di pusat kota 

dan cenderung ramai, sehingga 

menyebabkan potensi penyebaran sampah 

dengan cepat(Peraturan Menteri Negara, 

2012). Dengan melihat situasi ini, perlu 

dilakukan peningkatan infrastruktur 

pengelolaan sampah di daerah-daerah 

yang memiliki beban sampah tinggi, 

seperti Kecamatan Kota Tengah, agar 

pengelolaan sampah dapat dilakukan 

dengan lebih efektif dan lingkungan tetap 

terjaga(Da Silva & Toda, 2021). 

 Berdasarkan hasil wawancara, 

observasi dan telaah pada Renstra Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Gorontalo maka 

berbagai strategi yang dapat dilakukan 

oleh pemerintah Kota Gorontalo terkait 

dengan pengelolaan sampah rumah 

tangga di Kota Gorontalo yakni: 

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana 

 Meningkatkan sarana dan 

prasarana kerja untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi yang ada, seperti 

peningkatan jumlah dan kualitas tempat 

pembuangan sampah (TPS), pengadaan 

kendaraan pengangkut sampah yang lebih 

modern dan ramah lingkungan, serta 

penyediaan sarana dan prasarana lainnya 

yang mendukung pengelolaan sampah. 

Mengadakan sosialisasi secara terus-

menerus kepada masyarakat dan dunia 

usaha mengenai pentingnya pengelolaan 

sampah dan cara-cara yang tepat untuk 

mengelola sampah secara efektif, sehingga 

dapat meningkatkan kesadaran dan 

komitmen mereka terhadap 

lingkungan(Galang et al., 2023). 

b. Peningkatan Kapasitas SDM 

 Mengikutsertakan SDM dalam 

berbagai pelatihan dan kursus, baik yang 

bersifat teknis maupun non-teknis, seperti 

diklat pengadaan barang jasa, kursus 

PPLHD, PPNS Lingkungan, dan kursus 

jabatan fungsional. Hal ini akan 

meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan personel dalam pengelolaan 

sampah(Magriaty et al., 2020). Melalui 

media peningkatan kapasitas SDM, seperti 

pertemuan sharing informasi, personel 

dapat memperoleh masukan yang sama 

terkait dengan perkembangan tugas-tugas 

institusi, sehingga meningkatkan 

koordinasi dan efektivitas pelaksanaan 

kegiatan. 

c. Peningkatan Kerjasama dan 

Koordinasi 

 Melakukan kerjasama dengan 

pihak eksternal, seperti laboratorium di 

Manado dan Makassar, BPJS Ketenaga 

Kerjaan, TP4D Kejaksaan Negeri Kota 

Gorontalo, dan TPA Regional Talumelito, 

untuk meningkatkan dukungan dan 

efektivitas pengelolaan sampah. 

Melakukan sosialisasi dan pembinaan 

kepada pemerintah, sekolah-sekolah, dan 

masyarakat terkait program Adiwiyata 

dan Adipura, serta menyediakan sarana 

dan prasarana yang mendukung. 

d. Peningkatan Pengawasan dan 

Evaluasi 

 Menyusun mekanisme 

penyelesaian laporan kegiatan dan 

laporan indeks kepuasan masyarakat 

untuk memastikan penyelesaian laporan 

kegiatan yang lebih tertib dan 

efisien(Mohamad et al., 2012). 
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Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan di lapangan setiap 

triwulan untuk memastikan efektivitas 

pelaksanaan kegiatan, serta 

menindaklanjuti temuan dan hasil 

evaluasi untuk perbaikan. 

e. Penyusunan Peraturan dan 

Peningkatan Kesadaran Masyarakat 

 Menyusun peraturan petunjuk 

teknis yang rinci dan detail tentang 

pengelolaan sampah, khususnya 

mengenai pembatasan dan pengurangan 

sampah plastik, serta menyertakan sanksi, 

insentif, dan disinsentif bagi stakeholder 

yang terlibat. Melakukan sosialisasi dan 

edukasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya pemilahan dan pengurangan 

sampah sejak sumbernya, serta 

menggalakkan penggunaan teknologi 

informasi untuk pengelolaan sampah 

secara lebih efisien dan ramah lingkungan. 

 Lima strategi tersebut merupakan 

hal yang penting untuk dilaksanakan agar 

pengelolaan di Kota Gorontalo menjadi 

lebih baik, namun memang strategi utama 

yang paling memungkinkan dilakukan 

dalam mengoptimalkan keberhasilan 

Kebijakan peraturan Walikota Gorontalo 

nomor 21 tahun 2018 tentang kebijakan & 

strategi pengelolaan sampah rumah 

tangga di Kota Gorontalo adalah strategi 

kolaborasi, yaitu Peningkatan Kerjasama 

dan Koordinasi. Kerjasama dan koordinasi 

antara berbagai pihak terkait sangat 

penting dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga karena masalah 

pengelolaan sampah tidak dapat 

diselesaikan secara mandiri oleh satu 

instansi saja. Diperlukan kolaborasi yang 

erat antara pemerintah daerah, pihak 

swasta, masyarakat, lembaga akademis, 

dan lembaga lainnya untuk mencapai 

hasil yang optimal. 

 Promblematika terkait sampah ini 

dapat menjadi referensi data yang 

menyatakan bahwa Semakin besar jumlah 

penduduk, maka semakin besar juga 

produksi sampah yang dihasilkan namun 

infrastruktur untuk pengelolaan sampah 

tidak mengalami peningkatan secara 

signifikan. Adanya penurunan kuantitas 

armada pengangkutan sampah dari Dinas 

Lingkungan Hidup yang bisa berdampak 

pada penumpukan sampah rumah tangga 

di Kota Gorontalo. Disisi lain Kurangnya 

jumlah dan kapasitas Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) di tidak efektif 

untuk menangani produksi sampah yang 

tinggi. Kemudian peran pemerintah 

dalam pengelolaan sampah sangat 

penting, termasuk merumuskan 

kebijakan, membangun infrastruktur 

persampahan, dan menentukan lokasi 

strategis untuk TPA. Adapun faktor 

lainnya yang mempengaruhi yaitu 

Kurangnya dukungan kebijakan, 

terbatasnya fasilitas pendukung, konsep 

pengelolaan sampah yang masih 

konvensional, dan rendahnya kepatuhan 

masyarakat terhadap aturan pembuangan 

sampah. Ketersediaan infrastruktur 

pengelolaan sampah yang menghambat 

pengumpulan sampah yang efisien. 

 Pemerintah memiliki peran 

penting dalam pembangunan 

infrastruktur persampahan guna 

memastikan pengumpulan, pemilahan, 

transportasi, dan pengolahan sampah 

dilakukan dengan efektif dan 

berkelanjutan.  Dalam hal Kebijakan dan 

Peraturan Pemerintah merumuskan 

kebijakan dan peraturan terkait 

pengelolaan sampah yang mencakup 

perencanaan infrastruktur persampahan. 

Ini meliputi penetapan standar teknis, 

persyaratan, dan pedoman dalam 

pembangunan dan operasional fasilitas 

persampahan seperti tempat pembuangan 
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akhir (TPA), fasilitas daur ulang, dan 

stasiun pengumpulan sampah. Terkait 

Perencanaan, Pemerintah melakukan 

perencanaan jangka panjang untuk 

infrastruktur persampahan, 

mengidentifikasi kebutuhan, lokasi 

strategis, dan kapasitas yang diperlukan 

untuk memadai mengelola sampah di 

wilayah tertentu. Ini melibatkan analisis 

ketersediaan lahan, kebutuhan anggaran, 

dan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan. Sementara itu terdapat 

peraturan mengenai  alokasi anggaran dan 

sumber daya untuk membiayai 

pembangunan dan pemeliharaan 

infrastruktur persampahan. Dana ini 

digunakan untuk investasi dalam 

pembangunan TPA, fasilitas daur ulang, 

truk sampah, wadah sampah, dan 

infrastruktur pendukung lainnya. 

 Dalam menjalankan kewajiban 

pemerintah di setiap program tentunya 

Pemerintah memiliki peran dalam 

mengawasi dan mengontrol program 

yang dimaksud, seperti infrastruktur 

persampahan yang ada. Hal ini termasuk 

memastikan infrastruktur beroperasi 

sesuai dengan standar yang ditetapkan, 

melaksanakan inspeksi rutin untuk 

memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan, dan memberlakukan sanksi 

terhadap pelanggaran terkait pengelolaan 

sampah.Pengelolaan sampah di 

lingkungan permukiman adalah aspek 

penting yang mempengaruhi kualitas 

lingkungan dan kesehatan masyarakat.  

Pemerintah mengembangkan kebijakan 

dan regulasi yang berkaitan dengan 

pengelolaan sampah di lingkungan 

permukiman. Ini mencakup pemilahan 

dan pengumpulan sampah, penentuan 

jadwal pengumpulan, penggunaan wadah 

sampah yang sesuai, dan pendirian 

tempat penampungan sementara (TPS) di 

lingkungan permukiman.Tentunya 

diperlukan pemberian  edukasi dan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

pentingnya pemilahan sampah, 

pengelolaan sampah organik dan non-

organik, serta manfaat dari praktik 

pengelolaan sampah yang baik. Hal ini 

meliputi kampanye publik, pelatihan, 

distribusi materi edukasi, dan kolaborasi 

dengan LSM dan komunitas lokal. Pada 

akhirnya, Pemerintah bertanggung jawab 

untuk mengawasi pelaksanaan 

pengelolaan sampah di lingkungan 

permukiman. Ini mencakup pemantauan 

kegiatan pengumpulan sampah, 

pemilahan yang dilakukan oleh 

masyarakat, dan kebersihan lingkungan 

permukiman. Pemerintah juga dapat 

melakukan inspeksi terhadap TPS dan 

menyediakan layanan pengangkutan 

sampah yang teratur. 

1) Dukungan pada Program Berbasis 

Masyarakat 

 Pemerintah mendukung dan 

memfasilitasi program-program 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat, 

seperti mendukung pembentukan 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

yang bertanggung jawab untuk mengelola 

dan mendaur ulang sampah di tingkat 

lingkungan permukiman. Pemerintah 

dapat memberikan bantuan teknis, 

pendanaan, dan akses ke fasilitas 

pengolahan sampah yang ada. 

 Sementara itu disisi lain, 

Pengelolaan sampah di perkotaan 

merupakan tantangan yang kompleks dan 

membutuhkan peran aktif pemerintah. 

1) Kebijakan dan Perencanaan 

 Pemerintah mengembangkan 

kebijakan dan perencanaan yang holistik 

untuk pengelolaan sampah perkotaan. Ini 

meliputi penetapan target pengurangan 
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sampah, pengembangan strategi 

pengelolaan sampah berbasis hierarki 

limbah (3R: reduce, reuse, recycle), dan 

perencanaan lokasi infrastruktur 

pengelolaan sampah seperti TPA dan 

fasilitas daur ulang. 

2) Penerapan Teknologi dan Inovasi 

 Pemerintah mendorong penerapan 

teknologi dan inovasi dalam pengelolaan 

sampah perkotaan. Ini mencakup 

penggunaan sistem pengolahan sampah 

terpadu (integrated waste management 

system) yang mencakup pemilahan, daur 

ulang, kompos, dan pengolahan energi 

dari sampah. Pemerintah juga dapat 

memberikan insentif bagi penggunaan 

teknologi ramah lingkungan dan 

mendukung penelitian dan 

pengembangan dalam bidang pengelolaan 

sampah. 

3) Pengawasan dan Penegakan 

Hukum 

 Pemerintah memiliki peran dalam 

mengawasi dan mengontrol operasional 

fasilitas pengelolaan sampah perkotaan. 

Hal ini termasuk melakukan inspeksi 

rutin untuk memastikan kepatuhan 

terhadap regulasi, mengawasi 

pembuangan ilegal sampah, serta 

memberlakukan sanksi dan penegakan 

hukum terhadap pelanggaran terkait 

pengelolaan sampah. 

4) Kerja Sama dan Konsultasi 

 Pemerintah berperan sebagai 

fasilitator untuk menggalang kerja sama 

antara berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, 

dan lembaga pendidikan. Pemerintah 

dapat mengadakan konsultasi dan dialog 

dengan para pemangku kepentingan 

untuk mengembangkan solusi bersama, 

berbagi pengetahuan, dan memperkuat 

kapasitas dalam pengelolaan sampah 

perkotaan. 

 Peran pemerintah dalam 

pengelolaan sampah adalah kunci dalam 

menciptakan sistem yang efisien, 

berkelanjutan, dan ramah lingkungan. 

Dengan kebijakan yang tepat, pengawasan 

yang ketat, dan kerja sama yang baik 

antara pemerintah, masyarakat, dan 

sektor terkait, pengelolaan sampah dapat 

ditingkatkan untuk menjaga kebersihan 

lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

 Kebijakan peraturan Walikota 

Gorontalo nomor 21 tahun 2018 tentang 

kebijakan & strategi pengelolaan sampah 

rumah tangga di Kota Gorontalo 

menunjukkan capaian yang cukup baik 

dalam aspek kecukupan, perataan, dan 

ketepatan kebijakan. Dalam dimensi 

kecukupan kebijakan, telah dilakukan 

alokasi sumber daya yang memadai, 

meskipun masih ada ruang untuk 

peningkatan dalam hal peningkatan 

intensitas penjemputan sampah dan 

fasilitas daur ulang. Perataan kebijakan 

juga telah memperhitungkan perbedaan 

antarwilayah, namun masih diperlukan 

upaya untuk memastikan distribusi 

manfaat yang merata di seluruh kota. Di 

sisi lain, ketepatan kebijakan telah 

memperhatikan karakteristik unik Kota 

Gorontalo, meskipun masih ada ruang 

untuk meningkatkan integrasi perspektif 

lokal. 

 Namun, ada beberapa aspek yang 

perlu ditingkatkan. Dalam dimensi 

responsivitas kebijakan, diperlukan 

peningkatan dalam merespons perubahan 

kondisi dan tuntutan masyarakat secara 

lebih cepat dan efektif. Mekanisme untuk 

menerima masukan dari masyarakat perlu 

diperkuat, dan respons terhadap 
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perkembangan baru dalam teknologi 

harus lebih aktif. Selanjutnya, dalam 

dimensi efektivitas kebijakan, perlunya 

evaluasi secara berkala untuk 

mengidentifikasi kebutuhan baru dan 

memastikan program-program yang ada 

berjalan sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. Terakhir, dalam dimensi 

efisiensi kebijakan, diperlukan upaya 

untuk meningkatkan penggunaan sumber 

daya secara optimal, seperti peningkatan 

jumlah petugas kebersihan dan 

peningkatan infrastruktur pengelolaan 

sampah. 

Kesimpulan 

 Kebijakan Walikota Gorontalo 

nomor 21 tahun 2018 tentang kebijakan 

pengelolaan sampah menunjukkan 

capaian baik dalam kecukupan, perataan, 

dan ketepatan kebijakan. Alokasi sumber 

daya sudah memadai, tapi butuh 

peningkatan dalam penjemputan dan 

fasilitas daur ulang. Perataan kebijakan 

sudah memperhitungkan perbedaan 

antarwilayah, namun perlu upaya 

distribusi manfaat merata. Ketepatan 

kebijakan juga memperhatikan 

karakteristik unik Kota Gorontalo, namun 

butuh peningkatan integrasi perspektif 

lokal. Namun, responsivitas kebijakan 

perlu ditingkatkan dalam merespons 

perubahan kondisi dan tuntutan 

masyarakat lebih cepat, dengan 

memperkuat mekanisme penerimaan 

masukan masyarakat dan respons 

terhadap perkembangan teknologi. 

Evaluasi secara berkala diperlukan untuk 

efektivitas kebijakan, sementara efisiensi 

perlu ditingkatkan dengan optimalisasi 

sumber daya. Kondisi tersebut perlu 

ditindaklanjuti dengan strategi Kolaborasi 

dalam pengelolaan sampah rumah tangga, 

dimana diperlukan kolaborasi yang erat 

antara pemerintah daerah, pihak swasta, 

masyarakat, lembaga akademis, dan 

lembaga lainnya untuk mencapai hasil 

yang optimal. 
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